
Oleh :
H. Iba Hartono, SH, MH

Kasubbag Ortala dan Kepegawaian
Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu



Curiculum Vitae
• Nama : H. Iba Hartono, SH, MH

• NIP : 196207101990031001

• Tgl Lahir : Wonosobo, 10 Juli 1962

• Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)

• Pendidikan :
1. S.1 Fakultas Hukum Tahun 1988

2. S.2  Magister Ilmu Hukum Tahun 2007

• Riwayat Pekerjaan :

1. Kasubsi Kemasjidan Seksi Urais Kantor Depag Kab. RL Tahun 1993

2. Kasubsi Doktik Seksi Pergurais Kantor Depag Kab. RL Tahun 1994

3. Kasi Doktik Bidang Binruais Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 1995

4. Kasubbag Kepegawaian Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 2001

5. Kasubbag Keuangan Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 2007

6. Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Depag Prov. Bengkulu
Tahun 2010 sampai dengan sekarang

• Nama : H. Iba Hartono, SH, MH

• NIP : 196207101990031001

• Tgl Lahir : Wonosobo, 10 Juli 1962

• Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)

• Pendidikan :
1. S.1 Fakultas Hukum Tahun 1988

2. S.2  Magister Ilmu Hukum Tahun 2007

• Riwayat Pekerjaan :

1. Kasubsi Kemasjidan Seksi Urais Kantor Depag Kab. RL Tahun 1993

2. Kasubsi Doktik Seksi Pergurais Kantor Depag Kab. RL Tahun 1994

3. Kasi Doktik Bidang Binruais Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 1995

4. Kasubbag Kepegawaian Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 2001

5. Kasubbag Keuangan Kanwil Depag Prov. Bengkulu Tahun 2007

6. Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Depag Prov. Bengkulu
Tahun 2010 sampai dengan sekarang



HubunganHubungan Linier SKPLinier SKP dandan RencanaRencana KerjaKerja
OrganisasiOrganisasi

1. SKP sebagai bagian integral dari Renja dan sebagai standar Penilaian Prestasi
Kerja.

2. SKP sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target
Prestasi Kerja (output atau outcome) yang akan diwujudkan oleh setiap
individu PNS.

3. SKP sebagai penjabaran Renja tahunan setiap unit satuan kerja organisasi
yang dinilai setiap akhir tahun dalam evaluasi kinerja dan penyusunan
Rencana Kinerja tahun berikutnya. (planning, tracking, evaluating).

4. SKP merupakan ikhtisar kinerja dari Renja, yang disepakati antara PNS yang
bersangkutan dengan atasan langsungnya, setelah mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia.

5. SKP sebagai tolok ukur kinerja individu PNS, Renja sebagai tolok ukur kinerja
organisasi.

1. SKP sebagai bagian integral dari Renja dan sebagai standar Penilaian Prestasi
Kerja.

2. SKP sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target
Prestasi Kerja (output atau outcome) yang akan diwujudkan oleh setiap
individu PNS.

3. SKP sebagai penjabaran Renja tahunan setiap unit satuan kerja organisasi
yang dinilai setiap akhir tahun dalam evaluasi kinerja dan penyusunan
Rencana Kinerja tahun berikutnya. (planning, tracking, evaluating).

4. SKP merupakan ikhtisar kinerja dari Renja, yang disepakati antara PNS yang
bersangkutan dengan atasan langsungnya, setelah mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia.

5. SKP sebagai tolok ukur kinerja individu PNS, Renja sebagai tolok ukur kinerja
organisasi.



FungsiFungsi SKP (SKP (SasaranSasaran KerjaKerja PegawaiPegawai))

Sebagai alat ukur pencapaian suatu program/kegiatan, baik untuk
individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi

Sebagai alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja
individu, maupun satuan unit kerja dalam sebuah entitas

Sebagai media pengelolaan kinerja secara partisipatif, dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (planning, tracking,
reviewing / evaluating).



LanjutanLanjutan……

Sebagai kunci bagi kegiatan dan standar evaluasi kinerja individu
PNS, satuan unit kerja maupun organisasi

Sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan
komitmen kinerja individu PNS, satuan unit kerja maupun organisasi

Sebagai penjabaran agenda dan prioritas program/kegiatan dalam
implementasi kebijakan



SetiapSetiap PNSPNS wajibwajib menyusunmenyusun SKPSKP

Bagaimana caranya???

Susun Kegiatan
Tugas Jabatan

Tentukan
Target

Pekerjaan
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1. PENETAPAN NAMA JABATAN
2. PENETAPAN URAIAN TUGAS
3. PENETAPAN BEBAN KERJA

2. MENYUSUN SKP (AWAL TH)
 Kuantitas
 Kualitas
 Biaya
 Waktu

4. PENILAIN PEKERJAAN PNS (AKHIR TAHUN)

NILAI
SPRESTASI

KERJA
( TAHAP 3 )

Menggabung
kan Nilai
SKP dan
Nilai Prilaku
Kerja
 Sangat

Baik
Baik
Cukup
Kurang
Buruk

MENILAI
SKP

( TAHAP 1 )

MENILAI
PRILAKU
KERJA

( TAHAP 2 )

Kuantitas
Kualitas
Biaya
Waktu

lakukan
pengamatan
sesuai kriteria
yg telah
ditetapkan

6. MONEV

Pejabat Pembina
Kepegawaian

a. PNS yg tdk
membuat SKP
dijatuhi hukuman
disiplin.

b. Nillai SKP Tidak
Mencapai 50 %
dijatuhi hukuman
disiplin

 Kuantitas
 Kualitas
 Biaya
 Waktu

Menggabung
kan Nilai
SKP dan
Nilai Prilaku
Kerja
 Sangat

Baik
Baik
Cukup
Kurang
Buruk

60%
 Sangat

Baik
Baik
Cukup
Kurang
Buruk

40%
• orientasi

pelayanan.
• integritas
• komitmen
• disiplin
• Kerja sama.
• Kepemimpin

an

lakukan
pengamatan
sesuai kriteria
yg telah
ditetapkan

a. PNS yg tdk
membuat SKP
dijatuhi hukuman
disiplin.

b. Nillai SKP Tidak
Mencapai 50 %
dijatuhi hukuman
disiplin

5.
MENETAPKAN

NILAI
SPRESTASI

KERJA

5.  KEBERATAN HASIL PENILAIAN
a. Pegawai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lambat

14 (empat belas) hari;
b. Atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai;
c. Apabila Keberatan dapat diterima kebenarannya Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai.
d. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan bersifat final.

3. PENETAPAN SKP
SKP ditetapkan pada awal
bulan januari oleh atasan
langsung & disampaikan
kepada unit kepegawaian
untuk di Dokumentasikan



KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIANKATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN
TUGAS POKOK JABATANTUGAS POKOK JABATAN

JABATAN KATA OPERASIONAL

Pejabat Eselon I Merumuskan Kebijakan, Menetapkan,
Mengembangkan dan Menyelenggarakan

Pejabat Eselon II Menyelenggarakan dan Menetapkan

Pejabat Eselon III Merumuskan, Melaksanakan,
Mengembangkan, dan Mensosialisasikan
Merumuskan, Melaksanakan,
Mengembangkan, dan Mensosialisasikan

Pejabat Eselon IV Memproses, Merancang, Menyusun,
Melakukan, dan Mengerjakan

Pejabat Fungsional Umum Menyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan
Bahan, Membayar, Mendokumentasikan,
Mengolah Data dan Sebagainya

Pejabat Fungsional Tertentu Kata Operasional Yang Digunakan Disesuaikan
Dengan Tingkatan Jabatan Fungsional
Tertentu



 Menetapkan Penetapan
Kinerja/Rencana Kerja Tahun
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....

EselonEselon II

 Menyusun Rencana Kerja Tahun
 Menyiapkan .…
 Melaksanakan ....
 Menetapkan ....
 Menyiapkan ....
 Menyusun laporan

EselonEselon IIIIII

Contoh Kegiatan Tugas Jabatan Secara Hierarki

 Menetapkan Penetapan
Kinerja/Rencana Kerja Tahun
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....
 Menetapkan ....

 Menetapkan Penetapan
Kinerja/Rencana Kerja Tahun
 Menyelenggarakan .…
 Menyusun ....
 Memfasilitasi ….
 Menetapkan ....
 Menyiapkan ....
 Menyusun laporan Eselon II

 Menyusun Rencana Kerja Tahun
 Menyiapkan .…
 Melaksanakan ....
 Menetapkan ....
 Menyiapkan ....
 Menyusun laporan

 Menginventarisasi ....
 Menyiapkan bahan .…
 Menganalisis ….
 Menyiapkan bahan .....
 Menyusun laporan

Eselon IV



Fungsional
Umum

A. Unsur Utama
 Memeriksa berkas
 Mengendalikan listing
 Menyiapkan bahan

penilaian
 Memeriksa permohonan
 Mengelola data
 .....

B. Unsur Penunjang
 Menjadi anggota aktif

organisasi profesi analisis
kepegawaian

Fungsional
Tertentu

• Menabulasikan, Memasang,

• Membuat, Menyortir, Mewawancarai,

• Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan,

• Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan,

• Memasang, Memasukkan, Menyampaikan,

• Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan,

• Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa

• Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan

• Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan

• Menarik, Menggandakan, Memberhentikan

• Melayani, Membubuhkan.

• Menganalisis, Mengkompilasikan,

• Mengolah, Menggolongkan

Contoh Kegiatan Tugas Jabatan Secara Hierarki

A. Unsur Utama
 Memeriksa berkas
 Mengendalikan listing
 Menyiapkan bahan

penilaian
 Memeriksa permohonan
 Mengelola data
 .....

B. Unsur Penunjang
 Menjadi anggota aktif

organisasi profesi analisis
kepegawaian

• Menabulasikan, Memasang,

• Membuat, Menyortir, Mewawancarai,

• Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan,

• Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan,

• Memasang, Memasukkan, Menyampaikan,

• Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan,

• Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa

• Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan

• Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan

• Menarik, Menggandakan, Memberhentikan

• Melayani, Membubuhkan.

• Menganalisis, Mengkompilasikan,

• Mengolah, Menggolongkan



Sasaran Kerja Pegawai



• Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah. Perpindahan

pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun

diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau

sebaliknya). Selama di jabatan lama dan dijabatan baru dibuat SKPnya, kemudian

untuk menentukan hasilnya, dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).

• Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus

mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan

dilaksanakan oleh PNS ybs.

• Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa

waktu dalam tahun berjalan.

• Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-

tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

LainLain--lainlain
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mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan

dilaksanakan oleh PNS ybs.

• Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa

waktu dalam tahun berjalan.

• Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-

tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.



• SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka Penyusunan
berlaku ketentuan sbb:

a. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan
ke dalam SKP ybs.

b. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg
berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.

• Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka
penyusunan/penilaiannya dilakukan di tempat ybs dipekerjakan/ diperbantukan.

• Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS (bencana
alam/force major), maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di
luar SKP yg telah ditetapkan.

• Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai
dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

LainLain--lainlain
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alam/force major), maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di
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peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai
dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.




